
BUPATIHALMAHERASELATAN 

PROVINS! MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 

NOMOR r 6 TAHUN 2023 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

sebagaimana pertim bangan 

Mernmbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan 

struktur orgamsasi Perangkat Daerah di lmgkungan 

Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu 

ditmdaklanjuti dengan Pembentukan Susunan 

Orgamsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 

Kependudukan Dan Pencatatan S1p1l Kabupaten 

Halmahera Selatan, 

b bahwa berdasarkan 

Mengmgat 1 
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Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan 

Orgamsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 

Dmas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Halmahera Selatan, 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 

R I  Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

R I  Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

R I  N o m o r  3961 ) ,  

2  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 

di Provmsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I  Tahun 
f'"'\ r\ f"\ ,..,,  l\T f"\ 1  f'T\  1  _ _  1  T - - - 1 - - - - -  l\T T"l T  1\T _ 

L.VVv l'ilUlllUl L,, a , lc:llllUc:lllc:lll LtlllUc:llc:lll nt�c:llc:l rv l l'ilUlllUl 

4264), 
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3  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pernermtahan Daerah (Lemnaran Negara R I  Tahun 20iLI­ 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R I  Nomor 

5587) sebagaimana telah kedua kah drubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Ten tang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara 

R I  Tahun 2015 Nomor 59), 

4 Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Orgamsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R I  
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dengan Peraturan Pemermtah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermtah Nomor 18 

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187), 

5 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Pedoman Nomenklatur Dmas Kependudukan dan 

Pencatatan S1p1l di Propmsi dan Kabupaten/Kota (Benta 

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 202), 
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Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabu paten Halmahera Selatan 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang 

Febe11tuka.11 dan Susunan Pei angkat Daerah Kabupaten 

Helamhera Selatan, 

Memperhatikan Surat Kementenan Dalam Negen Nomor 061/4257 /OTDA 

tertanggal 29 .Jum 2021 Perihal Persetujuan 

Penyederhanan Struktur Orgarnsasi Perangkat Daerah 

dilmgkungan Pemenntah Daerah Kabupaten Halmahera 

selatan dan Kota Temate Provmsi Maluku Utara 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 

SIPIL KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

2 Pemenntah Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemenntah 

3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 

4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan 
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Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara 

Pemenntahan Daerah 

6 Sekretarrs Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera 

Sela tan 

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah yang terdm dan Sekretanat 

Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah, Badan Daerah 

dan Kecamatan 

8 D111as adalah D111as Kepe11duduka.i1 da.i1 Pencatatan S1p1l 

9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada 

Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dmas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

1 1  Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Srpil Negara 

dalam rangka memimpm Satuan Orgamsasi Perangkat Daerah 

12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 

tugas bei·ka.ita.i1 dengan pelayana.i1 fu11gs1011al yang berdasai kan pada 

keahhan dan/ atau keterampilan tertentu 

13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 

tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan pubhk serta adrmmstrasi 
pemenntahan dan pembangunan 

14 Unit Pelaksana Tekrus yang selanjutnya dismgkat UPT adalah Unit 

Pelaksana Tekrns Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 

melaksanakan kegiatan tekrus operasional tertentu yang secara 

langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan 
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemenntahan yang menjadi 
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kepada Bupati melalui Sekretans Daerah 



- 4 -  

Bagian Kedua 
Susunan Orgarnsasi 

Pasal 3 
(1)  Susunan Orgamsasi Dmas Kependudukan dan Pencatatan S1p1l terdm 

atas 
a Dmas, 
b Sekretanat Dmas, terdm dan 

1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 
2 Sub Bagian Keuangan, dan 
I"\ TT - 1 -  --.-- _ 1 _  T  -1- - L -  -  1""'  -  -- .- - - 1  
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c Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dan Kelompok Jabatan 
Fungsronal, 

d Bidang Pelayanan dan Pencacatan sipil, dan Kelompok Jabatan 
Fungsional, 

e Bidang Pengelolaan Informasi ADM Kependudukan, dan Kelompok 
Jabatan Fungsional, 

f Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, dan Kelompok 
Jabatan Fungsional, dan 

_ T T _  ..._  Tl - 1 .- 1  -  -  f'T'\ _ 1 _  -  -  ITTTVT'\\ 
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(2) Bagan Susunan Orgarusasi Dmas Kependudukan dan Pencatatan S1p1l 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  tercantum pada lampiran 

Peraturan Bupati 1n1 

Bagian Ketiga 

Togas dan Fungsi 

Paragraf 1 

Pasal 4 

Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf a, dipimpm oleh seorang Kepala Dmas yang 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan 
pemenntahan di bidang adrmmstrasr kependudukan dan pencatatan sipil 

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dibenkan 

kepada pemenntah daerah 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dmas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi 

1 Penyelenggaraan koordmasi dengan kantor kementenan yang 
menyelenggarakan urusan pemenntahan di bidang agama kabupaten 
dan pengadilan agama yang berkartan dengan pencatatan rukah, talak, 

cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam, 

2 Penyelenggaraan koordmasi dengan kantor kementenan yang 
-- - - -  - 1 -  -  .-  -  .-  __ , __ - - - -  -  -  -  -- - - - .- - ..L - 1 -  -  -  -1  1- -' - - -  -  -  -  -  - - -  1 - .- 1 -  - - - - L -  -  
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dalam memehhara hubungan timbal bahk melalui pernbmaan masmg- 
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masmg kepada mstansr vertikal dan UPT Dmas Kependudukan dan 

Pencatatan S1p1i Kabupaten, 
3 Penyelenggaraan koordmast antar lembaga Pemenntah dan lembaga 

non-Pemermtah di kabupaten dalam penertiban pelayanan Admimstrasi 

Kependudukan, 
4 Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi, dan pengendahan urusan Adrmmstrasi Kependudukan di 

kabupaten, 
5 Pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selam blangko KTP-el, 

formuhr, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan 
- - - - - L - .L. - - - - 1 - - - - -1 - - - - - 1 _ - 1- ..L. 1- - - peHL-c:t.Lc:t.LcUl ;:,1_µ11 ;:,e;:,ucU uc11gcU1 K.CUULUllcUl, 

6 Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen 
Kependudukan, formuhr, dan buku untuk pelayanan pendaftaran 
Penduduk dan pencatatan sipil, 

7 Pembmaan, pembimbmgan, dan supervtsr terhadap pelaksanaan tugas 
UPT Dmas Kependudukan dan Pencatatan Srpil Kabupaten, termasuk 
memmta laporan pelaksanaan tugas UPT Dmas Kependudukan dan 
Pencatatan S1p1l Kabupaten yang berkartan dengan pelayanan 
Pencatatan Sipil, 

O T""\_ -- ,_ - - - - - - -- ,_ -- ,_ - - - - ..l - - -- - - - - L - ,_ - _, - - - - - - -- - - - 1 _ - - - --1 - 
o reu1u111c:1.cU1, _µcu1u1111u111gcU1, ucU1 ;:,u_µe1 v1;:,1 tc111c:1.uc:1._µ _µc11ugc:1.;:,cU1 K.e_µc:1.uc:1. 

desa atau yang disebut dengan nama lam, 

9 Pelayanan secara aktif pendaftaran penstiwa kependudukan dan 
pencatatan peristrwa pentmg, 

10 Penenmaan dan perrruntaan Data Kependudukan dan Perwakilan 

Repubhk Indonesia melalui Menten, 

1 1  Fasihtasi penyelenggaraan urusan Adrrurustrasi Kependudukan, 
12 penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan, 

13 sosiahsasi penyelenggaraan urusan Adrmmstrasi Kependudukan, 
1 l'I 1 _ - - - - -- - -1 - - - - - - - - - - - - , _ - -- - -- - - 1 __ ..,___ _ _ ...1 _ _ _ _ -- _ -- _ _ ...t.. -- __ 
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15 komumkasi, mformasi, dan edukasi kepada pemangku kepentmgan dan 
masyarakat, 

16 Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan, 

17 supervtsr bersama dengan kantor kementenan yang menyelenggarakan 
urusan pemenntahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan 

agama mengenai pelaporan pencatatan mkah, talak, cerai, dan rujuk 

bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis 
T'\ - L - T T  .,.l  _]  1  _  
lJc:t.Lc:t n..e_µcHUUUUK.c:t.11, 

18 pengawasan penyelenggaraan urusan Adrmmstrasi Kependudukan, dan 
19 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 2 

SEKRETARIAT 

Pasal 6 
n _ , _  - L -  - L -'  - - -  _ _  ,  - - -  - -  ..l  ,  __ ..l _, _ , _  -- n , I"\ ..._ 1 1 \  ,_ r ,_ 

uCK.l CLcU lc:t.L lJlllc:t.;:, ;:,cuc:t.gcUUlcl.llc:t. Ullllc:t.K.;:,uu Uc:t.lcl.111 r c:1.;:,cU ..::J c:t.yc:t.t l .L J llUl Ul u, 

dipimpm oleh seorang Sekretans yang berada di bawah dan bertanggung 
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jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dmas 

calam meiaksanakan perumusan konsep dan peiaksanaan kebijakan, 

pengoordmasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan mehputi keuangan, 

hukum, mformasi, kehumasan, keorgamsasian dan ketatalaksanaan, 

pembmaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, 

pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan admmistrasi di 

hngkungan Dmas Sosial berdasarkan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku 

Pasal 7 
'T""\ __ 1 , , ""-- - -- -  ,  --1  ,  __ --1 -1 _  T"-\  ,  r  
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Sekretanat menyelenggarakan fungsi 

1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan 

dan anggaran di lmgkungan Dmas Kependudukan dan Pencatatan S1p1l, 

2 Pembmaan dan pembenan dukungan adrmmstrasi yang mehputi 

keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsrpan, 

kerumahtanggan, dan pelayanan adrmmstrast di hngkungan Dmas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

3 Pengordmasian, pembmaan dan penataan orgamsasi dan tata laksana di 

l111gku11gai1 D111a.s Kepe11dudukai1 dan Pencatatan S1p1l, 

4 Pengoordmasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum di lmgkungan Dmas Kependudukan dan 
Pencatatan S1p1l, 

5 Pengoordmasian pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemenntah 

(SPIP) dan pengelolaan mformasi dan dokumentasi, 

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 

barang/jasa di hngkungan Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

7 Pengoordmasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 
T - - -- -- - TT -- -- - -- - 'T""\ - -- - Ld.l)Ul c:Ul n.t::Ud.ll�c:Ul l..Jllld.::,7 

8 Pengelolaan kepegawaian di hngkungan Dmas Kependudukan dan 
Pencatatan S1p1l, 

9 Pelaksanaan momtormg, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lmgkup 
tugasnya, 

10 Pengendahan pelaksanaan tugas UPT, dan 

1 1  Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh Kepala Dmas sesuai dengan 
tugas dan fungsmya 

n , o 

rd.::,c:U o 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 
( 1 )  huruf b angka 1 ,  dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
bertanggung jawab kepada Sekretans dan mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, 
kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan 

Pasal 9 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian, 
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2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekms terkait adrmrustrasi 

umum dan kepegawaian, 
3 Pengelolaan data kepegawaian dmas, 
4 Penyiapan bahan mutasi pegawai dmas, 
5 Penyiapan kesejahteraan pegawai dmas, 
6 Penyiapan bahan pembmaan pegawai dmas, 

7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan dmas, 
8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan 

perpustakaan dmas, 
9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dmas, 
1 n  n  , _  - - - -  - - -  -  _r_ � - - - -  1-.  __ , _ _ _ _  ,_ 1_ --- 
.l V  rc11yc1c11�c:Udc:Ul lClUlllld;:,1 UllU1Ud;:,1, llUK.Ulll, Ul�c:UU;:,d;:,1, 

ketatalaksanaan, dan budaya pemenntahan pada dmas, 
1 1  Pelaksanaan pelayanan adrmrustrasi perkantoran, 
12 Pelaksanaan pemehharaan sarana dan prasarana perkantoran, 
13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kmerja subbagian 

umum dan kepegawaian, dan 

14 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

n 1 1 n 

rd;:,c:U .l V  

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat ( 1 )  huruf b 
angka 2, dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab 

kepada Sekretans dan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan 
keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan 

pemenksaan, venfikasi dan pembukuan 
Pasal 1 1  

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub 
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi 

1 Fe11.y1a_pa.i1. koo1·d111.as1 _pe11.gelolaa.i1. Keua.i1ga.i1., 

2 Penatausahaan, Verrfikasi Anggaran, Akuntasi dan Pembukuan 

Keuangan, 

3 Pelaksanaan Pengendahan Kegiatan dan Anggaran, 

4 Penyiapan penyusunan dan pengkoordmasian pembuatan daftar gaji 

serta tambahan penghasilan bagi pegawai, 

5 Penyiapan bahan tanggapan pemenksaaan, 

6 Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dan 
7 Pelaksanaan fungsr lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

..:I - - -  r---------- 
ua..11. J.UJ.J.b.:>J.J.J.ya. 

Paragraf 3 

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 

Pasal 12 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 ayat ( 1) huruf c, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas 
_ _ _ _  , _ ,  ,  __ - - -  -- - -  -  -1 _  -  _ _  , _ ,  - -  - - -  -  1  _, 1 ..L - 1 - -  _  ....] _ , _  -- 

HlCld.K.i:>dlld.K.c:Ul JJCl u111u;:,d11 Uc:Ul peraxsanaan KCUlJ�d.11 LC.lUlli:> Uc:Uc:UH 
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penerbitan dokumen pendaftaran penduduk di bidang Pelayanan 

Pendafraran Pendudu« 

Pasal 13 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk, 

2 Perumusan kebijakan tekrus pendaftaran penduduk, 

3 Pelaksanaan pembmaan dan koordmasi pelaksanaan pelayanan 

pendaftaran penduduk, 
A -r.... _ 1 _ 1  - - 1 - - - - - -  - - - --1 - r' L - - - - -  _]  _]  1 _  

'""t  rClc:lKl:)c:Uld.d.11 !)Cld.Yc:Uld.U !)CUUc:ULc:Uc:Ul }JCUUUUUK, 

5 Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, 

6 Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk, 

7 Pengendahan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, dan 

8 Pelaksanaan fungsi lam yang dibertkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 4 

BIDANG PELAYANAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Pasal 14 

Bidang Pelayanan dan Pencatatan S1p1l sebagaimana dimaksud pada Pasal 

3 ayat ( 1) huruf d, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung 

jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas melaksanakan 

pei uiru1sa.n. da.i1. pelaksanaan keb1Ja.ka.11. tekn1s dalam penerbitan dokumen 

Pencatatan Srpil di Bidang Pelayanan dan Pencatatan S1p1l 

Pasal 15 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada Pasal 14, 

Bidang Pelayanan dan Pencatatan S1p1l menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan perencanaan pelayanan Pencatatan S1p1l, 

2 Perumusan kebijakan tekms Pencatatan Srpil, 

3 Pelaksanaan pembmaan dan koordmasi pelaksanaan pelayanan 

Pencatatan Sipil, 

4 Pela.ksa.11aai1 pelayai1ai1 Pe11catata.i1 S1p1l, 

5 Pelaksanaan penerbrtan dokumen Pencatatan Sipil, 

6 Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan Pencatatan S1p1l, 

7 Pengendahan dan evaluasi pelaksanaan Pencatatan Sipil, dan 

8 Pelaksanaan fungst lam yang dibertkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

Paragraf 5 

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

Pasal 16 

Bidang Pengelolaan Informasi ADM Kependudukan sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf e, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang 

bertanggungjawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas 



- 9 - 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekms yang mehputi 

sistem mformasi admrrustrasi kepennudukan, pengoiahan aan penyajian 

data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi 

mformasi dan komumkasi di bidang pengelolaan mformasi admmistrasr 

kependudukan 

Pasal 17 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, 

Bidang Pengelolaan Informasi ADM Kependudukan menyelenggarakan 

fungsi 
- _] -- - - L  -  -  d.Ullllllll:> U d.l:>l 

mformasi adrrumstrasi 

data kependudukan serta 

teknologi mformasi dan 

1 

.L 
T'\ - - - - -  , _ ,  _  

rcuy Ul:>Ulld.11 })el e11Cd.11ad.11 pcll�ClUld.d.11 

kependudukan yang mehputi sistem 

kependudukan, pengolahan dan penyajian 

tata kelola dan sumber daya manusia 

komurukasi, 

2 Perumusan kebijakan tekrus pengelolaan mformasi admmistrasr 

kependudukan yang mehputi sistem mformasi adrmmstrasi 

kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta 

tata kelola dan sumber daya manusia teknologi mformasi dan 
1 -  -  -- - , _ _  -  

KUlllUlllKd.l:>l, 

3 Pelaksanaan pembmaan dan koordmasi pelaksanaan pengelolaan 

mformasi adrmmstrasi kependudukan yang mehputi sistern mformasi 

adrmmstrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data 

kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi 

mformasi dan komumkasi, 

4 Pelaksanaan pengelolaan mformasi adrmmstrasi kependudukan yang 

mehputi sistem mformasi adrmmstrasi kependudukan, pengolahan dan 

penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya 
- - - -  _ _  ....__ _ ,  ,  _r_ - - - -  ...1  _ _  ,  ,  _  

llld.llUl:>ld. LCKllUlU�l llllUlllld.l:>l Ud.11 KUlllUlllKd.l:>, 

5 Pengendahan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan mformasi 
adrmmstrasi kependudukan, dan 

6 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

Paragraf6 

BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN 

T'\_ - _ ,  1  n  

rct.l:>d.l .L O  

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf f, diprmpm oleh seorang Kepala Bidang yang 
bertanggungjawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekrus yang meliputi 
pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta movasi 
pelayanan adrmmstrasi kependudukan di Bidang Pemanfaatan Data dan 
Inovasi Pelayanan 
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Pasal 19 

ua1am menyeienggarakan rugas sebagaimana dimaksun pada Pasal 18, 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen 

kependududukan, kerja sama serta movasi pelayanan adrmrustrasi 

kependudukan, 

2 Perumusan kebijakan 

kependududukan, keIJa 

kependudukan, 
3 Pelaksanaan pembmaan dan koordmasi pelaksanaan pemanfaatan data 

dan doku11.1.eu keµe11.dududuka11., kerja sama serta movasr µelaya11.a.i1. 

admimstrasi kependudukan, 

4 Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, 

5 Pelaksanan kerja sama adrmmstrasi kependudukan, 

6 Pelaksanaan movasi pelayanan adrmmstrasi kependudukan, 

7 Pengendahan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen 

kependududukan, kerja sama serta movasi pelayanan admrmstrasi 

kependudukan,dan 
8 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

BAB III 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 20 

( 1 )  Pada Dmas dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekrns (UPT) untuk 

melaksanakan kegiatan tekrus operasional dan/ atau kegiatan tekrns 

penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah 
If'\\ T T TYT'  --1---- ·---- ..l  - - 1 - -  •  ...]  - - ..l -  - - · - -'-  / 1 \  ..]  -  - - · -  - 1 - 1-  1 - - - - 1 -  T T TYT'  
lL.J ur l  l:)t;Uct.�c:tllllc:tllct. Ullllcll\..l:>UU va.ua. a.ya.L P·J Ul!Jllll!Jlll Ult;ll .r..cvc:ua. ur 1  

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dmas 

(3) Pengaturanlebih Ianjut mengenai Unit Pelaksana Tekrus diatur dengan 
Peraturan Bupati tersendm 

BAB IV 

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 

Eselomsasi 

Pasal 2 1  

( 1 )  Kepala Dmas merupakan Jabatan Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon 
Ilb, 

(2) Sekretans merupakan Jabatan Adrmmstrator atau Eselon Illa, 

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adrmmstrator atau Eselon IIIb, 
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa 

tekrus pemanfaatan data dan dokumen 

sama serta movasi pelayanan admirnstrasr 
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Bagian Kedua 

Pengangkatan dan Pernoerhennan 

Pasal 22 

Kepala Dmas, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan 

diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawruan/Bupab 

BABV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 

Bagian Kesatu 

Kelompok J abatan Fungsional 

Pasal 23 

( 1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat pimpman tmggi pratama, pejabat 

administrator atau pejabat pengawas yang mermhki keterkaitan dengan 

pelaksanaan tugas jabatan fungsional, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masmg-masmg berdasarkan 
, _ _  ....  _ _  .......  - -  ..._  - -  - -  _ ,.1  ,  _  

l\.CU::allUc:Ul l)Cl d.LUl c:Ul per UllUc:Ulg-u11uct11gc:U1, 

(3) Selam melaksanakan tugas dan fungsmya sebagarmana dimaksud 

dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas 

membenkan pelayanan fungsional terkait mekarusme koordmasi dan 

pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 

pimpman tmggi pratama sesuai dengan bidang keahhan dan 
keterampilan, 

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagarmana dimaksud pada ayat (2) 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdrvidu dan/atau 
- 1 - 1 _  -- L -- 1 __ � -  - L  1 _  - - - -  - --'  1 _  - - -  - -  - - -  - -  --- ..i.._  -1 -  _  1 _  - -  _  
Uc:Ud.111 Ulll .l:\.Cljd. UllLUK lllCllUUl\.Ullg l)Cll\...d.l)c:Uc:Ul LUJUc:Ul Uc:Ul lUllCljd. 

orgamsasi 

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara mdividu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara 
berjenjang kepada kepala dmas 

(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim KeIJa sebagaimana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Dmas 

(7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdm dan 
a 

TT - L - '1"\ -- -1 - - 
fi.CLUd. 11111, Uc:Ul 

b Anggota Tim 

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tun untuk pelaksanaan 

tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan 
perangkat daerah yang membidangi 

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan 
berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit orgamsasi 

tersebut atau diluar unit orgamsasi, untuk mengoptimalkan 
pe11capaiai1 tuJ uai1 01 gai11sas1, 
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(10)  Pejabat Fungsional sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 
meiaxsanakan mekamsrne koordmasi dan pengeloiaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mlai Angka Kredit 25°/o 

dan Angka Kredrt Kumulatif 
( 1 1 )  Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 
( 12)  Togas, jerns dan Jen Jang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku 

T""\ - - - - TT - -1 - 
Dd.�lcUl n.tUUd. 

J abatan Pelaksana 

Pasal 24 

( 1 )  Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena 
dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan 
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan 
a Unit KeIJa yang masih merruhki Jabatan Administrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Administrator atau Eselon III 
b U111t Kerja yai1g udak 111e1111hk1 .Jabatan Ad111u1i5u-ato1, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 
Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon II 

(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak 
dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan 
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV 

(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawruan/ 

Bupab 

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lmgkungan 
1' - - -  T T -  - -  - -1 -  -1  - 1 - -  -  -1 -  -  T""\_ - - - L - L -  -  ("'\  -  1  -1  - L  -- ..] _  - � -  -  'T"\  _ _  .._  -- - 
LJUld.� n.tptUUUUUKcUl UcUl rtlll,d.ld.lclll 01pu Uld.lUl Utll�cUl rtld.lUlcUl 

Bupati tersendm 

BAB VI 

TATAKERJA 

Pasal 25 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di hngkungan Dmas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menerapkan prmsip koordmasi, 

mtegrasi, dan smkrornsasi baik di hngkungan masmg-masmg maupun 
antar satuan orgamsasi d, lmgkungan D111.as Kepecdudukan dan Pencatatan 

Sipil serta dengan mstansi lain di luar lmgkungan Dmas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas masmg-rnasmg 

Pasal 26 

(1 )  Setiap pimpman satuan orgarusasi bertanggung jawab memimpin dan 
mengoordmasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta petunjuk 

bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah 

ditetapkan, dan 
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(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 

dnkun dan drpatuhi men bawahan secara oerranggung jawab serra 
dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Pasal 27 

Setiap Pimpman Satuan Orgamsasi di lmgkungan Dmas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil wajib mengikutr dan mematuhi petunjuk dan bertanggung 

jawab kepada atasannya masmg-masmg dan menyampaikan laporan tepat 

pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 28 

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat adrmmstrator dan pejabat 

pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun 

laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

n.- _ _  ,  nn 

r ct.l::>cU L.-::, 

Dengan berlakunya peraturan Bupati 1n1, pejabat yang menduduki 

jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 
jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati 
1n1 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

n , � n  

rct.l::>cU 0V 

Dengan berlakunya Peraturan mi, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan 7 [Tujuh] Orgamsasi 
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 2 1  Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat 
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku 
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Pasal 3 1  
Peraturan Bupan irn muiai beriaku paca tanggal dnetapxan 
Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
mt dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Halmahera 
Sela tan 

Ditetapkan di Labuha 
Pada tanggal 1 6  ?8  ,..,., ,a +i. 2023 
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